Uni versitas Indonesia Library >> U - Tesis Menbership

Y urisdiksi Objek Sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta:
Studi Kasus Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN-Jkt = Jurisdiction of
Dispute Objects of the Jakarta State Administrative Court: Case Study
of Decision Number 604/G/2023/PTUN-Jkt

Arief Rahman Ruslan, author

Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui .ac.id/detail 7id=9999920565841& | okasi=I okal

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh gugatan Anwar Usman terhadap Ketua Mahkamah Konstitus di
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Fokus utama penelitian adalah menganalisis yurisdiks
objek sengketa (PTUN) Jakarta dalam menangani gugatan Anwar Usman terhadap K etua Mahkamah
Konstitusi terkait Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN-Jkt, dengan mempertimbangkan asas yuridikitas dan
legalitas serta dampaknya terhadap kepastian hukum dan keadilan. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian doktrinal melalui pendekatan analitis untuk menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin,
serta putusan-putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan tersebut
mengandung kesalahan objek sengketa yaitu gugatan Anwar Usman terhadap Ketua MK Suhartoyo yang
kemudian disidangkan oleh PTUN Jakarta M eskipun dalam pasal 10 UU No0.48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman ada prinsip hukum yang berbunyi ius curia novit yaitu “ Pengadilan dilarang menolak
untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang digjukan dengan dalih bahwa hukum tidak
ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya’ hal ini berlaku pada saat
perkara sudah diterima oleh pengadilan, sebab ada yang disebut “dismissal procedure” yang membolehkan
Ketua Pengadilan untuk tidak menerima gugatan yang digjukan oleh penggugat dengan syarat-syarat yang
disebutkan dalam Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1986. Selain itu, pembahasan dalam penelitian ini juga
menyoroti bagaimana kesalahan yurisdiksi dapat mencederai prinsip kepastian hukum, menciptakan
ketidakpastian dalam sistem peradilan, serta menimbulkan preseden negatif yang berpotensi merugikan
integritas peradilan administrasi. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa penerimaan gugatan tanpa dasar
yurisdiksi yang jelas dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Penelitian ini juga
memberikan rekomendasi untuk meningkatkan akurasi dan kehati-hatian dalam proses penilaian yurisdiksi
objek sengketadi PTUN guna memastikan keadilan dan menjaga keberlanjutan sistem peradilan
administrasi yang berintegritas.

...... Thisresearch is motivated by Anwar Usman's lawsuit against the Chief Justice of the Constitutional
Court at the Jakarta State Administrative Court (PTUN). The main focus of the research isto analyze the
jurisdictional of the disputed object (PTUN) Jakartain handling Anwar Usman's lawsuit against the Chief
Justice of the Constitutional Court regarding Decision Number 604/G/2023/PTUN-Jkt, by considering the
principles of jurisdiction and legality and their impact on legal certainty and justice. This research uses a
doctrinal research method through an analytical approach to examine relevant laws and regulations,
doctrines, and court decisions. The results of the study indicate that the lawsuit contains an error in the
object of the dispute, namely Anwar Usman's lawsuit against the Chief Justice of the Constitutional Court
Suhartoyo, which was then tried by the Jakarta PTUN. Although in Article 10 of Law No. 48 of 2009
concerning Judicial Power thereisalegal principle that states ius curia novit, namely "The court is
prohibited from refusing to examine, try, and decide a case filed on the pretext that the law does not exist or


https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920565841&lokasi=lokal

isunclear, but is obliged to examine and try it" this applies when the case has been received by the court,
because there is something called a"dismissal procedure”’ which allows the Chief Justice not to accept a
lawsuit filed by the plaintiff with the conditions stated in Article 62 of Law No. 5 of 1986. In addition, the
discussion in this study also highlights how jurisdictional errors can harm the principle of legal certainty,
create uncertainty in the judicial system, and create negative precedents that have the potential to harm the
integrity of administrative justice. Further analysis shows that accepting a lawsuit without a clear
jurisdictional basis can affect public trust in the judicial institution. This study also provides
recommendations to improve the accuracy and caution in the process of assessing the jurisdiction of
disputed objects at the PTUN to ensure justice and maintain the sustainability of an administrative justice
system with integrity.



